ABSTRAK

Peraturan mengenai tenaga kerja outsourcing pada awalnya secara tersirat terdapat
pada pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
bahwa perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada
dua perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau
penyediaan jasa pekerja yang dibuat secara tertulis. Dalam Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK) disebutkan bahwa
perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha
atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiiban para
pihak. Sebagai suatu Undang-Undang yang tujuannya memberikan perlindungan
kepada pekerja dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarga, Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan panduan
mengenai perjanjian kerja. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1)
1.Bagaimana kedudukan kontrak bagi tenaga kerja alih daya menurut Undang-
Undang no. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan? (2) Apakah akibat hukum
tidak adanya kontrak bagi tenaga kerja alih daya menurut Undang-Undang No. 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
kedudukan kontrak bagi tenaga kerja alih daya menurut Undang-Undang no. 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penelitian ini merupakan penelitian
normatif, tipe penelitian ini tergolong yuridis normatif yang bersifat deskriptif.
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi dokumen atau
bahan pustaka utamanya pada data sekunder. Data yang diperoleh dan yang telah
dikumpulkan baik itu data primer maupun data sekunder diolah dengan mencari,
mengiventarisasi dan mempelajari data-data sekunder yang berkaitan dengan
obyek yang dianalisa. Penarikan kesimpulan, dilakukan dengan cara menafsirkan
dan mendiskusikan data-data yang telah diperoleh dan diolah, berdasarkan
norma-norma hukum, doktrin-doktrin hukum, dan teori ilmu hukum yang ada.





